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ABSTRACT

Income tax sustains most of the tax revenue source of a country. Income tax
can be a serious threat if the collection is not maximal. Then need a harmonious
role between the tax authorities with taxpayers in all procedures pemungutannya.
From a frequent case, there are many problems in terms of tax compliance
primarily by taxpayers of potential agencies using outsourcing services. This
research is conducted in Bantul city, aims to prove empirically whether the
acceptance of Income Tax (PPh) of the Agency correlates to the achievement of tax
target and how much influence the quality of service, tax sanctions, and awareness
of taxpayers compliance with corporate taxpayers at the Tax Office (KPP )
Pratama Bantul in 2016. This study uses primary and secondary data, primary data
using questionnaires while secondary data using data from tax revenue KPP
Pratama Bantul year 2012-2016. This study used purposive sampling, with 34
samples taken from the taxpayer population body in KPP Pratama Bantul.

The research method used multiple linear regression, data quality test,
classical assumption test, hypothesis test (t test and coefficient of determination
test), Chi-Square test test. This research method using SPSS software version 16.0.

Testing is done with a significance level of 5%. The results showed that the




realization of corporate income tax revenues correlated very weakly to the
achievement of the tax target of KPP Bantul in 2016. Variable sanctions taxes affect
the compliance of corporate taxpayers. While the quality of service and awareness
does not affect taxpayer compliance
Keywords:  receipt of corporate income tax, tax target, service quality, sanction
taxation, taxpayer awareness, and taxpayer compliance
ABSTRAK

Pajak penghasilan menopang sebagian besar sumber penerimaan pajak suatu
negara. Pajak penghasilan dapat menjadi ancaman yang serius apabila
pemungutannya tidak maksimal. Maka perlu peran serta yang harmonis antara
pihak fiskus dengan wajib pajak dalam segala prosedur pemungutannya. Dari kasus
yang sering terjadi, banyak terjadi permasalahan dalam hal kepatuhan pajak
terutama oleh wajib pajak badan potensial yang menggunakan jasa outsourcing.
Penelitian ini dilakukan di kota Bantul, bertujuan untuk membuktikan secara
empiris apakah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berkorelasi terhadap
ketercapaian target pajak serta seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, sanksi
perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul tahun 2016. Penelitian ini
menggunakan data primer dan sekunder, data primer menggunakan Kkuisioner
sedangkan data sekunder menggunakan data hasil penerimaan pajak KPP Pratama
Bantul tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan

34 sampel diambil dari populasi wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul.




Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda, uji kualitas data, uji
asumsi klasik, uji hipotesis (uji t dan uji koefisien determinasi), uji Chi-Square test.
Metode penelitian ini menggunakan SPSS software version 16.0. Pengujian
dilakukan dengan tingkat signifikansi 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
realisasi penerimaan PPh Badan berkorelasi sangat lemah terhadap ketercapaian
target pajak KPP Bantul tahun 2016. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Sedangkan kualitas pelayanan dan

kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci :  penerimaan PPh Badan, target pajak, kualitas pelayanan, sanksi

perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar dalam seluruh
penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak
Penghasilan (PPh) menempati urutan pertama dalam jumlah penerimaannya bila
dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak lainnya. Diwajibkan bagi wajib pajak
orang pribadi maupun badan yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dan
memenuhi persyaratan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk
menyetor pajak. Tujuannya supaya jumlah penerimaan negara menjadi bertambah
dan penyebaran pemanfaatan dari penerimaan pajak dapat direalisasikan keseluruh
lapisan masyarakat sehingga kemakmuran tidak lagi menjadi angan-angan setiap

warga negara.




Pada kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan
harapan pemerintah, hal ini disebabkan karena wajib pajak dalam membayar
kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang
tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.
Seperti halnya yang terjadi di kota Bantul dimana mayoritas wajib pajak adalah
masyarakat pribumi. Pada tahun 2016, KPP Pratama Bantul melaporkan
ketidaktercapaian target pajak yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun
sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 1. berikut :

Tabel 1.
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2016

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Keterangan/ 2012 2013 2014 2015 2016
Tahun (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Rencana 300.743.751.333 | 426.397.940.476 | 519.791.955.205 | 742.275.701.512 | 890.730.841.815
Realisasi 344.148.607.802 | 401.990.509.398 | 504.826.411.916 | 634.846.578.276 | 609.952.091.470
Pencapaian 114,43% 94,28% 97,12% 85,53% 64,19%
Pertumbuhan 36,78% 41,78% 21,90% 42,80% 20%

Sumber : KPP Pratama Bantul
Menurut data, rasio pajak tahun 2016 menurun tajam dibandingan tahun 2015,

bahkan rasio pajak penghasilan yang mendukung penerimaan terbesar turun hanya
66%. Penurunan penerimaan pajak penghasilan disebabkan karena adanya
hambatan mengenai ketercapaian target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
diantaranya jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang tidak sesuai
dengan rencana yang sudah ada.

Alasan lain kenapa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) kurang optimal juga
timbul dari penerimaan pajak jasa outsourcing. Jasa outsourcing merupakan salah

satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan Undang-




Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh)
atas jasa outsourcing merupakan jenis pajak yang harus diperhatikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pelaksanaannya. Wajib pajak badan atau
perusahaan pengguna jasa outsourcing dalam prakteknya tidak sepenuhnya
memahami ketentuan perpajakan atas outsourcing, sehingga berdampak pada besar
pajak yang dibayarkan dan bahkan banyak yang tidak membayar pajak ini

Kemerosotan target pajak dan ketidaktercapaian pajak penghasilan di KPP
Pratama Bantul perlu dilakukan evaluasi bersama agar permasalahan tersebut tidak
terulang lagi di tahun berikutnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan menjadi
salah satu tolak ukur tercapainya target pajak. Melihat kondisi yang terjadi di tahun
2016, sudah semestinya dilakukan evaluasi bersama antara pihak fiskus dan wajib
pajak agar tercipta sinergitas dan harmonisasi kinerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul
mengenai, “Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi empiris

pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul Tahun 2016)”.

KAJIAN TEORI
Pengertian Pajak
Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi
wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan




secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (1992) mengatakan pajak
merupakan iuran rakyat untuk mengisi kas negara, bersifat memaksa (berdasarkan
undang-undang) tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Theory Of Perceived Behavior (TPB)

Ajzen (1991) dalam Nugroho (2011) Theory Of Perceived Behavior (TPB)
menyatakan bahwa selain sikap yang ditunjukkan terhadap tingkah laku dan norma-
norma subyektif, dalam bersikap individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah
yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Individu memilih tingkah
laku yang dipertimbangkan, resiko dari setiap tingkah laku dan akhirnya akan
dibuat keputusan akan diambil tindakan atau tidak. Dalam teori ini terdapat 3 bagian
yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor
yang menentukan seseorang untuk berperilaku.

Teori Atribusi

Menurut Jatmiko (2006), persepsi seseorang untuk membuat penilaian
mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal
orang lain tersebut. Ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu
tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara
internal atau eksternal. Secara internal, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan
kemampuan. Sedangkan secara eksternal, seperti peralatan atau pengaruh sosial
dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dari teori

ini ingin mengarahkan bahwa perilaku individu disebabkan oleh kondisi internal,




namun yang mendasari tindakan tersebut adalah kondisi-kondisi eksternal yang
berasal lingkungan disekitarnya.
Stewardship Theory

Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran
hasil utama mereka untuk kepentingan oragnisasi. Pemerintah selaku steward
dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber
daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat
(principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.
Target Pajak

Target pajak merupakan rencana penerimaan pajak yang akan dihimpun oleh
pihak fiskus. Upaya untuk memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat
dilakukan salah satunya melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang
perpajakan. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak
tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan sikap tunduk, taat dan patuh serta
melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan dan dalam menyampaikan
kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang melakukan atau memenuhi semua
kewajiban pembayaran pepajakannya dan mengikuti semua aturan perundang-

undangan yang berlaku dapat disebut dengan kepatuhan untuk membayar pajak.




Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Soemitro (1992), efektivitas penerimaan pajak akan dicapai apabila
mencapai keberhasilan dalam sistem dan tatacara pemungutannya hal tersebut
ditentukan oleh kesadaran, kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, disiplin dalam
kewajiban membayar pajak. Menurut Mahmudi (2010) dalam Mutia (2016)
menjelaskan secara sederhana rumus untuk menghitung efektifitas penerimaan
pajak penghasilan sebagai berikut :

Dimana :
AER = g X 100 % AER = Rasio Efisiensi Administratif
T  =Target Pajak Penghasilan
R = Realisasi Pajak Penghasilan

Untuk menilai seberapa efektif rasio efisiensi administratif penerimaan pajak
maka digunakan Kriteria efisiensi kinerja keuangan yang telah ditetapkan Peraturan
Kepmendagri Nomor 690.900.3276 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja
keuangan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa salah satu faktor munculnya
niat untuk berperilaku adalah normative beliefs yaitu individu akan memiliki
keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi
harapan tersebut. Teori stewardship menjelaskan hubungan antara fiskus (steward)
dan masyarakat (principle), sehingga analogi yang ingin ditunjukkan adalah

harmonisasi untuk menunjukkan bahwa mekanisme sistem perpajakan, pemerintah




wajib  memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan
ditingkatkannya kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatan kepatuhan wajib
pajak sehingga penerimaan pajak lebih efektif.

Sanksi pajak terkait dengan perceived control behaviour. Sanksi pajak dibuat
untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan
wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat
sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Semakin
tegas dan berat sanksi perpajakannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dikaitkan dengan niat untuk berperilaku yang akan menunjukkan
sikap dari wajib pajak itu sendiri. Sikap bisa disebut juga keyakinan (behavioral
belief strength) individu yang mendorong perilaku. Dalam teori atribusi, niat untuk
berperilaku taat pada pajak disebabkan oleh persepsi wajib pajak dalam menilai
pajak itu sendiri. Seperti wajib pajak menilai bahwa pajak merupakan bentuk
partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak
dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, serta membayar pajak
ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan menilai
dan mengevaluasi bahwa kesadaran taat pajak itu penting. Hal tersebut akan
memunculkan komitmen yang akan menumbuhkan sikap dan perilaku sadar akan
pajak.

Hubungan antara Realisasi Penerimaan PPh Badan terhadap Target
Penerimaan Pajak
Realisasi penerimaan PPh Badan merupakan wujud kepatuhan wajib pajak

badan dalam menjalankan kewajiban pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak




badan menjadi kunci utama tercapainya sasaran penerimaan pajak penghasilan
badan sehingga akan mendukung tercapainya target penerimaan pajak penghasilan
secara keseluruhan. Hubungan tersebut kemudian perlu diketahui tingkat
keefektifannya sehingga dapat dievaluasi di akhir periode pajak.

METODE PENELITIAN
Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan (perusahaan) pengguna
jasa outsourcing yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Bantul.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan
pertama dilapangan. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh langsung oleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Bantul.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membaca,
mempelajari, dan memahami melalui media lain menggunakan studi literatur yang
dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.
Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel
penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling), yang

merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh




dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan
atau masalah penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa
cara. Kuisioner sebagai alat pengumpul data primer dalam lingkungan sebenarnya.
Pendistribusian kuisioner bekerjasama dengan pihak KPP Pratama Bantul.
Penyebaran kuisioner dilakukan sesuai prosedur yang disepakati penulis dan pihak
KPP kepada wajib pajak badan pengguna jasa outsourcing yang terdaftar. Data
sekunder diperoleh dari KPP Pratama Bantul yaitu data evaluasi tahun pajak 2012-
2016 yang berupa data jumlah realisasi penerimaan pajak tahunan.
Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdapat dua metode sesuai dengan variabel
penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan analisis Chi-Square
test. Analisis regresi linier ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium),
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi
(dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2010: 275). Analisis ini digunakan untuk
menguji hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak, saksi perpajakan, dan kualitas
pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Chi-Square test digunakan untuk menguji bahwa seberapa kuat
korelasi antara dua variabel dalam suatu grup dengan data yang tidak berdistribusi
normal. Kuat lemahnya korelasi diketahui dengan besarnya nilai Pearson Chi-

Square dengan uji kriteria (Sarwono, 2006) seperti :




) : Tidak ada korelasi antara dua variabel >05-0,75 : Korelasi kuat
e>0-0,25 :Korelasi sangat lemah e>0,75-0,99 : Korelasi sangat kuat

e>0,25-05 - Korelasi cukup .l : Korelasi sempurna

Analisis ini digunakan untuk pengujian hipotesis apakah realisasi pajak penghasilan
(PPh) badan berkorelasi terhadap target pajak.
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Gambaran dan Subjek Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak badan pengguna jasa
outsourcing yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Responden pada penelitian ini
berjumlah 50 wajib pajak badan dan semua kuisioner kembali. Namun, ada 16
kuisioner yang tidak dapat diolah karena responden tidak mengisinya dengan benar.
Sehingga total kuisioner yang dapat diolah berjumlah 34 kuisioner. Data yang
diperoleh dari KPP Pratama Bantul yaitu data evaluasi tahun pajak 2012-2016 yang
berupa data jumlah realisasi penerimaan pajak tahunan. Akan tetapi, berdasarakan
kondisi data hanya data tahun pajak 2014-2016 saja yang dapat diolah.
Karakteristik Responden

Karakteristik responden dari 34 wajib pajak badan pengguna jasa outsourcing
terdiri dari bentuk badan dan bidang/fokus kerja. Berdasarkan bentuk badan
menunjukkan bahwa responden 28 badan atau 82% berbentuk perseroan terbatas
(PT), sisanya seperti yayasan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perguruan
tinggi, perusahaan daerah (PD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), persekutuan

komanditer (CV) masing-masing berjumlah 1 badan atau sebesar 3%.




Berdasarkan bidang/fokus kerja menunjukkan bahwa responden dari bidang
properti sebanyak 6 badan, kemudian dilanjutkan dengan bidang perbankan
sebanyak 5 badan, makanan dan minuman (M&M) juga busana masing-masing 4
badan. Dari bidang dealer/penjualan kendaraan sebanyak 3 badan, bidang
kesehatan dan dagang masing-masing 2 badan, sisanya seperti bidang textile,rokok,
pendidikan, merchandise,kosmetik, kimia, franchise,dan elektronik masing-masing
1 badan.

Analisis

Uji analisis dalam penelitian ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama,
dilakukan uji analisis analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis pengaruh
kesadaran wajib pajak, saksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji yang telah dilakukan, variabel-variabel dalam

penelitian ini telah lolos uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

Tabel 2
Uji Validitas dan Reliabiltas
. Uji Uji
Variabel Validitas | Reliabilitas
Kepatuhan RSh imui T:;:T |
H . itung abe
Wajib Pajak (valid)
Kesadaran RS gmuzi nF;Ial
Wajib Pajak ““z\”/% ; d)mb‘*' Nilai C.A.
Semua nilai | /82> X
Sanksi _ (reliabel)
Perpajakan Rhltung > Rtabel
(valid)
Kualitas RSh imui g:i‘ |
itung abe
Pelayanan (valid)

Sumber : data primer diolah tahun 2018




Tabel 3
Uji Asumsi Klasik dan Uji t

Uji Asumsi Klasik
Variabel Normalitas Multikolinearitas Hete_r O.SkEda Uit
stisitas
Kepatuhan
Wajib Pajak ] ] ] ]
Nilai 7ol. 0,867 > 0,1 | Nilai Sig. Nilai Sig.
V'\faeﬁzd;‘;j‘gk Nilai VIF 1,153 <10 | 0,365 > « 0,806 >
(bebas) (bebas) (tdk berpengaruh)
Sanksi Nilai sig. Nillai‘ Tol. 0,868 > 0,1 | Nilai Sig. Nilai Sig.
Perpajakan 0,096 > Nilai VIF 1,152 <10 | 0,364 >« 0,006 <
(normal) (bebas) (bebas) (berpengaruh)
Kualitas Ni'lai' T0l. 0,997 > 0,1 | Nilai Sig. Nilai Sig.
Pelayanan Nilai VIF 1,003 <10 | 0,348 > 0,651 >«
(bebas) (bebas) (tdk berpengaruh)

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan nilai sig, pada tabel uji t variabel kesadaran wajib pajak, sanksi
perpajakan, dan kualitas pelayanan dapat disimpulkan bahwa hanya variabel sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig. sebesar
0,006 lebih kecil dari 0,05. Sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan
oleh Febriyanto (2011), Putu Arika Indriyani dan | Made Sukartha (2014), dan |
Putu Indra Pradnya Paramartha dan Ni Ketut Rasmini (2016). Sedangkan variabel
kesadaran wajib pajak dan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Tahap kedua, dilakukan uji Chi-Square Tests untuk menguji hipotesis korelasi
antara realisasi pajak penghasilan (PPh) badan terhadap target pajak. Dalam tahap
ini ada dua tindakan yang akan dilakukan yaitu menghitung rasio efisiensi
administratif (AER) dari PPh Badan tahun 2016 untuk mengetahui tingkat
keefektifan penerimaannya serta uji Chi-Square Tests untuk mengetahui apakah ada

korelasi antara realisasi pajak penghasilan (PPh) badan terhadap target pajak.




Tabel 4

Rasio Efisiensi Administratif Pajak Penghasilan Tahun 2016

. Target Realisasi
Uraian AER
(Rp) (Rp)
Pajak Penghasilan Badan 79.126.998.835 46.467.543.274 59 %

Sumber : data sekunder diolah tahun 2018

Tabel 5

Uji Chi-Square Tests

Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value Df (2-sided)
Pearson Chi-Square 6.000? 199
Likelihood Ratio 6.592 .159
Llnear_-by-Llnear 004 1 951
Association
N of Valid Cases 3

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,33.

Sumber : data sekunder diolah tahun 2018

Dari hasil uji Chi-Square Tests antara target pajak dengan realisasi PPh Badan,

diperoleh hasil bahwa nilai Pearson Chi-Square sebesar 0,199. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara realisasi penerimaan PPh Badan

dengan target pajak, namun korelasinya sangat lemah. Karena nilai korelasi berada

antara 0 — 0,25, masuk kategori korelasi sangat lemah. Nilai rasio efisiensi

administratif hanya tercapai sebesar 59 % atau bisa dikatakan tidak efektif sesuai

kriteria kinerja keuangan.




KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa dalam secara empiris hanya sanksi perpajakan saja yang secara signifikan

yang dapat membuat patuh wajib pajak badan tersebut. Kondisi yang terjadi pada
tahun 2016 menunjukkan ketidakefektifan penerimaan PPh Badan karena hanya

tercapai sebesar 59 %. Hal tersebut juga ditunjukkan bahwa selama periode 2014-

2016 korelasi antara realisasi penerimaan PPh Badan dengan target penerimaan

pajak sangat lemah. Itu artinya dalam pelaksanaan pemungutan PPh Badan di KPP

Pratama Bantul selama ini tidak efektif dan hubungan fiskus dengan wajib pajak

badan kurang harmonis. Supaya penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Bantul

bisa lebih efektif dan efisien perlu dilakukan hubungan baik antara kedua belah
pihak dan disertai penegasan sanksi yang tegas agar tercipta harmonisasi dalam
pemungutan pajak ini.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya :

a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang
sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki
kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kesadaran, sanksi perpajakan,
kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan
variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat

ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.




b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga
penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.
c. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai variabel
sanksi perpajakan, apabila ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.
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